BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN

Menimbang

Mengingat

MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 46/PUU-XII/2014, ketentuan Penjelasan Pasal
124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak lagi memiliki
kekuatan hukum mengikat;

bahwa ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten
Kudus Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi, yang mengatur
struktur dan besaran tarif retribusi, mengacu kepada
Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
sehingga perlu diubah,;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1

Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi,

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah  Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3881);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3293) sebagaimana diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 51495);

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang
Penggunaan Spektrum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3981);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4833);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 199);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun
2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Kudus Nomor 99);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun
2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Kudus Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten
Kudus Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Kudus Nomor 166);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun
2013 tentang Retribusi  Pengendalian  Menara

Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus
Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Kudus Nomor 167);

99, Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun
2017 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Lembaran
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor

199);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS
Dan

BUPATI KUDUS
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Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 1
TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN

MENARA TELEKOMUNIKASI.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalarn Peraturan Daerah Kabupaten
Kudus Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 167), diubah

sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai
sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan
jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan
pengendalian menara telekomunikasi selama 1

(satu) tahun.

(2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1

(satu) tahun.

9 Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi
adalah untuk menutup sebagian biaya penyediaan
jasa pengawasan dan pengendalian menara

telekomunikasi.

(2) Biaya Penyediaan Jasa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah biaya operasional yang berkaitan
langsung dengan kegiatan pengendalian dan
pengawasan menara telekomunikasi.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut :
Pasal 8

(1) Struktur dan besarnya Retribusi Pengendalian
Menara Telekomunikasi ditetapkan berdasarkan
biaya operasional yang berkaitan langsung dengan
kegiatan pengendalian dan pengawasan menara
telekomunikasi yang diberikan oleh Pemerintah

Daerah.
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(2) Struktur dan Besarnya Retribusi Pengendalian
Menara Telekomunikasi  ditetapkan  sebesar
Rp1.240.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh
ribu rupiah) per menara per tahun.

4. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut :

(2) Selain pada Kas Daerah atau tempat lain yang
ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
pembayaran retribusi = dapat dilakukan pada
Bendahara Penerimaan atau petugas yang ditunjuk
pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
membidangi komunikasi dan informatika.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Kudus.

Diundangkan di Kudus
pada tanggal L Juni 2018
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KABUPATEN KUDUS,

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS,
PROVINSI JAWA TENGAH : (5/2018).
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG
N KUDUS NOMOR 1

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATE
LIAN MENARA

II.

TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PENGENDA
TELEKOMUNIKASI

UMUM

ahkamah Konstitusi Nomor

Dengan ditetapkannya Putusan M .
membuat formulasi/rumus

46/PUU-XI1/2014 Pemerintah  harus \
penghitungan yang jelas terhadap tarif retribusi pengendalian menara

telekomunikasi yang sesuai dengan layanan atas pemanfaatan ruang
untuk menara telekomunikasi yang telah diterima oleh wajib retribusi.

Berdasarkan Pasal 151 ayat (3) dan ayat (4) Undang — Undang
Nomor 28 Tahun 2009, apabila tingkat penggunaan jasa sulit diukur
maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang
dibuat oleh Pemerintah Daerah. Rumus tersebut harus mencerminkan
beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan

jasa tersebut.

Dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan,
kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian
atas pelayanan tersebut, sehingga tujuan pengendalian ~menara
telekomunikasi untuk meminimalisasi permasalahan yang akan muncul.

tersebut diatas, perlu membentuk
Kudus tentang Perubahan Peraturan
un 2013 tentang Retribusi Pengendalian

Sehubungan dengan hal
Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Kabupaten Kudus Tah
Menara Telekomunikasi.

PASAL DEMI PASAL

Pasal
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 216.
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